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 ABSTRAK 
Nama  : Achmad Gani 
Nim  : 10400114143 
Fak/jurusan : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum 
Judul : Analasis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan 
Terhadap Perkara Perdata Warisan WNI Keturunan Tionghoa 
Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN 
Makassar) 
 
Skripsi ini berjudul Analasis Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Putusan 
Terhadap Perkara Perdata Warisan WNI Keturunan Tionghoa Non Muslim (Studi 
Kasus Perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN Makassar) Pokok permasalahan pada penelitian 
ini bagaimna pertimbangan hakim dalam penentuan putusan terhadap perkara warisan 
WNI keturunan tionghoa non muslim di Pengadilan Negeri Makassar dan bagaimana 
pembagian harta warisan WNI keturunan tionghoa non muslim serta apa yang 
menjadi hambatan hakim dalam suatu perkara WNI keturunan tionghoa non muslim. 
Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini ialah penelitian hukum 
empiris atau disebut pula dengan penelitian hukum sosiologis yang mana penelitian 
ini mengambil fakta-fakta yang ada dalam badan hukum atau badan pemerintahan 
yang memiliki kaitan dengan judul skripsi penulis. Penelitian ini dilakukan di 
Pengadilan Negeri Makassar provensi Sulawesi Selatan. 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data 
primer yaitu wawancara yang dilakukan dengan narasumber-narasumber yang 
berhubungan dengan skripsi ini, adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini 
ialah dokumen dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan skripsi ini. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penetapan pembuktian dalam kasus 
WNI keturunan tionghoa non muslim tetap menggunakan hukum perdata barat (BW) 
ini dilihat dari instansi yang mengadili perkara Tionghoa ini, berdasarkan beberapa 
alat bukti yang  menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini benar 
adanya dan berkekuatan hukum. Dan kekuatan pembuktian setempat semuanya 
sepenuhnya kembali kepada majelis hakim Karena pada dasarnya pemeriksaan 
setempat ini masuk dalam teori pembuktian bebas. 
Implikasi pada penelitian ini diharapkan untuk masyarakat pribumi atau dari 
golongan luar agar memperhatikan secara seksama dalam pengajuan perkara agar 
gugatan yang diajukan benar berlandaskan hukum yang telah di tetapkan oleh pihak-
pihak penegak hukum. 
  
 
 
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pembagian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Manusia merupakan makhluk sosial yang berkumpul dalam satu wadah disebut 
masyarakat. Dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat itu menghasilkan suatu 
interaksi sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya sehingga terjadi 
hubungan yang dinamis. Interaksi-interaksi yang dinamis tersebut diwujudkan dalam 
bentuk komunikasi, yang betujuan untuk memenuhi keinginan setiap individu dalam 
masyarakat maka indiividu-individu tersebut terikat dalam suatu hukum tertentu.1 
Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa “Hubungan hukum adalah 
hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek hukum”.2 Ketika seorang 
manusia meninggal dunia, maka hubungan hukum itu tidak dapat lenyap seketika, 
karena pihak yang lenyap tidak hanya meninggalkan seorang manusia melainkan 
berupa barang yang berpengaruh langsung pada banyaknya kepentingan-kepentingan 
berbagai anggota lain dari masyarakat selama hidup orang tersebut, dengan demikian 
akan timbul hukum dengan terjadinya peristiwa kematian orang tersebut yakni 
masalah dan kewajiban yang membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian orang 
lain. Penjelasan hak-hak dan kewajiban tersebut akan diatur dalam hukum 
kewarisan.3 
                                                             
1
 Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam 
dan Implemetasinya pada Pengadilan Agama (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016),  h.1 
2Abdul kadir Mohammad, Hukum Acara Perdata Indonesia,(Bandung, 1982). hal.29. 
3Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam 
dan Implemetasinya padaKedudukan Pengadilan Agama, h. 2 
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Waris adalah berpindahnya hak milik seseorang yang telah meninggal dunia 
kepada yang hidup (ahli waris). Pindahnya hak milik lewat warisan merupakan 
bagian yang sangat penting. 
Hubungan kewarisan karena keturunan ternyata tidak mudah dan tidak begitu 
saja dapat dilakukan, baik yang berdasarkan kebudayaan tertentu maupun 
berdasarkan agama yang dianut masyarakat tertentu. 
Sistem kewarisan berhubungan erat dengan masalah system kekeluargaan yang 
dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia ada empat perbedaan mengenai 
praktik kewarisan, yaitu: 
1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku hukum adat yang setiap 
daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada system patrilineal, matrilineal, 
atau parental. 
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada 
pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum agama Islam. 
3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari 
agama Islam. 
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari Burgerlijk 
Wetboek (BW). 
Dengan demikian, Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum 
Adat, hukum Waris Islam dan hukum Waris dari Burgerlijk Wetboek (BW). Dalam 
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pewarisan ada beberapa macam syarat dan sebab-sebab orang mendapatkan waris. 
Yang dimaksud dengan syarat disini ialah syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga 
warisan dianggap sah. Sedangkan maksud sebab-sebab diatas adalah sebab-sebab 
mendapatkan hak waris tidak hanya terpaku pada hal itu faktor-faktor penghalang 
warisanpun merupakan hal yang tidak bisa lepas dan harus terpenuhi dalam proses 
pewarisan.4 
Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa jika seseorang meninggal, 
maka seketika itu juga segala hak dan kewajibanya beralih pada sekalian ahli 
warisnya atau pewaris.  Disebutkan dalam suatu hadist rasulullah saw : 
َِْوَِلِفِ ًَ ِقَبِا ًَ َفِاَهِهْهَِأِبَِضِئاََسفناِاُىقِحَناِِاللُِلْىُسَزَِلاَقِِساَّبَعِ ٍِ ْباِ ٍِ َعشَسََكذِِمُجَزَِىنِ
Artinya : 
Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw bersabda “bagikanlah harta 
peninggalam warisan kepada yang berhak dan apa yang tersisa menjadi hak 
laki2 yang palin utama”. (HR. Bukhari) 
Pada umumnya pewaris dilihat dari atas ke bawah, dimana yang sebagai 
pewaris adalah orang tua, ayah atau ibu, kakek atau nenek, paman atau bibi kemudian 
diwariskan kepada anak, kemenakan atau cucu.5 Dalam hal ini pewaris diutamakan 
pada hubungan kekerabatan.  
 
                                                             
4  Nurul Alfajri, “Kedudukan Ahli Waris dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Studi Kasus 
Ahli Waris Beda Agama di Pengadilan Negeri Makassar)”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan 
Hukum UIN Alauddin, 2013), h. 3-4. 
5
 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Cet. III; Bandung: P.T.Alumni, 2005), h. 
97. 
4 
 
 
Pewaris mempunyai kekayaan baik berupa harta benda maupun harta cita. 
Harta benda merupakan peninggalan yang berwujud, seperti hak-hak kebendaan, hak 
pakai, hak tagihan (hutang-piutang) dan hak-hak lainnya. Sedangkan harta cita tidak 
berwujud, misalnya jabatan atau hak cipta. Akan tetapi di dalam hukum Indonesia, 
pewarisan menganut sistem individual, dimana harta warisan tersebut harus segera 
dibagikan dan setiap ahli waris mendapatkan pembagian warisan untuk kelak 
menguasai atau memiliki harta warisan tersebut menurut bagiannya masing-masing. 
Adapun harta warisan ini kemudian diadakan agar para ahli waris dapat menguasai 
dan memiliki bagiannya untuk dapat mereka nikmati, usahakan ataupun, dialihkan 
kepada anggota kerabat, ataupun orang lain.  
Adapun masalah harta warisan dikategorikan sebagai perkara perdata, yang 
tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau jalan damai, tidak boleh 
diselesaikan secara eigenrichting (main hakim sendiri) tetapi harus diselesaikan 
melalui pengadilan.6 Maka dari itu Pengadilan Negeri adalah lembaga yang 
diharapkan dapat memberi solusi terakhir untuk membantu pihak-pihak mereka yang 
bersengketa.  
Adapun salah satu kelebihan bangsa Indonesia yaitu adanya keanekaragaman 
penduduk. Penduduk yang terdiri dari berbagai macam golongan, suku, budaya, adat 
istiadat dan tentu masing-masing memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. 
Keanekaragaman ini merupakan suatu aset yang berharga bagi bangsa Indonesia yang 
bisa menjadi modal dalam rangka membangun  bangsa ini menuju bangsa yang besar 
                                                             
6Tiar Ramon, Hukum Acara Perdata: Proses Pemeriksaan Perkara Perdata, 
https://tiarramon.wordpress.com/category/bahan-kuliah/hukum-acara-perdata/, diakses 18 oktober 
2018, 16.57 WITA. 
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dan bangsa yang sejahtera. Tenggang rasa dan saling menghargai merupakan kunci 
utama supaya penduduk yang plural ini dapat hidup berdampingan dengan damai. 
Semua pihak menyadari bahwa konflik-konflik yang timbul akhir-akhir ini 
dibeberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah akibat kurangnya 
kesadaran masyarakat untuk saling menghargai dan tidak dapat menganggap 
perbedaan ini adalah merupakan sebuah anugerah dari sang maha pencipta. 
Menurut pasal 131 IS kitab undang-undang hukum perdata berlaku pada salah 
satu golongan yaitu masyarakat Tionghoa, dan dalam kenyataannya tidak semua 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang Hukum Perdata diikuti 
dan bahkan adakalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang pewarisan. 
Sebagai salah satu bagian dari keragaman suku bangsa, masyarakat Tionghoa 
mempunyai kebiasaan tersendiri yang sebagian besar berbeda dengan kebanyakan 
suku asli masyarakat Indonesia. Namun pada dasarnya sifat kekerabatan masyarakat 
Tionghoa sangat kental, untuk itu dalam kehidupan keseharian adat istiadat aslinya 
masih dilaksanakan seperti imlek atau hari-hari besar lainnya. Meskipun sudah 
menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, namun dalam hal pembagian harta 
warisan masih menggunakan adat Tionghoa, seperti yang diketahui pembagian harta 
warisan dalam adat Tionghoa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda. 
Anak laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam keluarga, sedangkan 
dalam kitab undang-undang Hukum perdata pembagian warisan antara anak laki-laki 
dan anak perempuan adalah sama, dilihat dalam pasal 852 KUH Pedata yang 
berbunyi “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai 
perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek 
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mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, 
tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu”. 
Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila 
dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan 
masing- masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi 
pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti. 
Tentunya hal ini membawa konsekuensi hukum, yaitu tentang hukum yang 
seharusnya berlaku tetapi disimpangi, kemudian mengenai akibatnya dari pembagian 
harta warisan apabila dilaksanakan diluar kitab undang-undang Hukum Perdata. 
Sebelum hakim memustuskan suatu perkara maka terlebih dahulu hakim 
harus mempertimbangkan apa yang ada dalam pembuktian yang diajukan oleh yang 
berperkara, sehingga hakim harus mendengarkan semua keterangan para pihak. Sebab 
dalam menangani perkara warisan hakim sangat penting menentukan keputusan yang 
tidak hanya mendengar satu pihak saja. Sehingga berdasarkan uraian di atas peneliti 
memfokuskan dan tertarik untuk meneliti “Analasis Pertimbangan Hakim Dalam 
Penentuan Putusan Terhadap Perkara Perdata Warisan WNI Keturunan Tionghoa 
Non Muslim.” 
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B. Fokus Penelitian dan Diskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya di Pengadilan 
Negeri Makassar. Judul skripsi ini menggambarkan seperti apa analisis pertimbangan 
hakim dalam memeriksa perkara perdata warisan khususnya WNI keturunan tionghoa 
non muslim. 
2. Deskripsi fokus 
Dalam deskripsi fokus penulis terlebih dahulu mengemukakan pengertian 
yang sesuai dengan variabel yang ada dalam skripsi ini. Adapun focus penelitian ini 
yaitu: 
a. Pertimbangan Hakim 
Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan 
suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta 
mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga hakim harus teliti, 
baik dan cermat dalam menyikapi suatu perkara.7 
b. Pembuktian 
Dalam proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki 
apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan                                                            
benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti 
apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila pengugat 
tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatnya, maka 
gugatannya akan ditolak, sebaliknya apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan. 
 
                                                             
7Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Cet. V, Yogyakarta; 
Pustaka Pelajar, 2004), h.140 
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c. Perkara Perdata 
Perkara perdata merupakan perkara mengenai sengketa antara perseorangan 
yang satu dengan perseorangan yang lain mengenai hak dan kewajiban atau perintah 
dan larangan dalam lapangan keperdataan, perseorangan itu disebut dengan subjek 
hukum, sebagai contoh yang termasuk perkara perdata adalah perselisihan atau 
sengketa tentang perjanjian jual beli, sewa, dan terlebih khusus pada perkara yang 
akan diteliti yaitu perkara warisan. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, sehingga dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian 
terhadap perkara warisan WNI keturunan tionghoa non muslim  menurut 
perkara NO. 71/pdt.G/2015/PN.Mks.? 
2. Bagaimana pembagian harta dan hambatan yang dihadapi hakim dalam 
menentukan putusan terhadap perkara warisan WNI keturunan tionghoa non 
muslim ? 
D. Kajian Pustaka 
Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan momentum 
bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap 
literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Hal ini 
dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengindentifikasikan kemungkinan 
signifikansi dan konstribusi akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan 
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tempat tertentu.8 Untuk memfokuskan kajian maka penelitiaan ini dilengkapi dengan 
beberapa literature yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, 
diantaranya: 
 
1. Abdul qadir Muhammad dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” 
menyatakan Pembuktian merupakan suatu aspek proses pengungkapan fakta-
fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwan hukum benar sudah terjadi. 
Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau 
perbuatan tertentu seperti yang di atur oleh hukum. Peristiwa hukum yang 
sudah terjadi itu menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu 
hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak. 
Pengungkapan fakta-fakta itu dapat dilakukan dengan perbuatan, pernyataan, 
tulisan, dokumen, kesaksian, ataupun surat elektronik. Tanya jawab pihak-
pihak atau antara pihak-pihak dan majelis hakim di muka sidang pengadilan 
merupakan bentuk proses pengungkapan fakta-fakta, yakni untuk meyakinkan 
majelis hakim bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi, yang 
menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang berperkara.9 
2. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” 
menerangkan bahwa membuktikan mengandung beberapa pengertian yaitu  
arti logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah 
                                                             
8UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, 
Disertasi dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Pers, 2013), h.13. 
9
 Prof Abdulkadir Muhammad, S.H.:Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2015)h.125. 
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memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang 
dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Untuk membuktikan dalam arti 
konvensional, di sini pun berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan 
kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau yang sifatnya relative 
sedangkan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar 
yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna 
memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.10  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sbb: 
a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menentukan 
pembuktian dan putusan terhadap perkara warisan WNI keturunan tionghoa non 
muslim. 
b. Untuk mengetahui apa hambatan yang dihadapi dalam menentukan putusan 
terhadap perkara warisan WNI keturunan tionghoa non muslim. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sbb:  
a. Sebagai karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literature serta referensi bagi 
mahasiswa ataupun dosen yang ingin mengadakan penelitian serupa, atau bagi 
yang ingin mengembangkan penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih luas 
lagi.  
                                                             
10Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta ; Liberty. 2006), h. 
99-100 
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b. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim 
serta hambatan yang dihadapi hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara 
warisan di Pengadilan Negeri Makassar. 
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BAB II   
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Waris 
Al-miirats, dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata warisa-
yarisu-irtsan-miraatsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari 
seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. 
Pengertian menurut bahasa ini tidaklah tidaklah terbatas hanya pada hal-hal 
yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan nonharta benda. Ayat-
ayat al-Qur’an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah saw.. 
Diantaranya Allah berfirman : 
QS. an-Naml : 16 
 ِ ِ  ِِِ
Terjemahnya: 
“Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud ……”. 
 
ِِءَاٍِبََْْلاُاَتثَزَوُِءا ًَ َُهعْناِ
Artinya : 
“dan ulama adalah ahli waris para Nabi”. 
Sedangkan makna al-miirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah 
berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang 
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masih hidup, baik yang ditinggalkan itu beruapa harta (uang), tanah, atau apa saja 
yang berupa hak milik ilegal secara syar’i.11 
Dalam ilmu hukum terdapat perbedaan pengertian antara istilah pewarisan dan 
kewarisan. Pewarisan berarti penerusan harta waris yang terjadi sebelum pewaris 
wafat sedangkan kewarisan berarti harta waris yang dibagi-bagikan kepada ahli waris 
yang terjadi setelah pewaris wafat.12 Sebagaimana yang dikemukakan dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pemberian atau pembagian harta waris tidak hanya dibahas saat 
pewaris wafat akan tetapi harta tersebut dapat diteruskan kepada siapa yang berhak 
(mewarisi) dimana pewaris masih dalam keadaan hidup.  
Dengan demikian, dari kedua penjelasan di atas tidak ada istilah pewarisan 
sebelum pewaris wafat. Sehingga warisan hanya dapat dibahas siapa ahli waris 
tersebut saat pewaris sudah wafat. Lain halnya menurut hukum adat pewarisan dapat 
terjadi sebelum pewaris wafat maupun sesudah wafat. 
1. Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia  
Hukum perdata beraneka ragam di Indonesia salah satunya adalah hukum 
waris. Di Indonesia hukum waris belum dapat dikodifikasikan, hal ini disebabkan 
penduduk Indonesia masih berlakukan hukum waris yang berbeda-beda, seperti 
berikut:13 
 
                                                             
11
 Mohammad Ali Ash-Sahibuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Depok : Gemi Insani 
2007),  h. 33 
12Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia,h. 94. 
13Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta; kencana, ke III 2017), h. 209 
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a. Hukum Waris Adat 
Orang-orang Indonesia menerapkan bahwa hukum waris merupakan hukum 
adat sehingga hukum waris adat di Indonesia masih diatur oleh adat masing-masing, 
seperti hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, hukum waris adat 
Sulawesi dan sebagainya 
b. Hukum Waris Islam 
Hukum waris Islam merupakan system kewarisan yang diatur dalam al-
Qur’an, Sunnah/Hadist, dan ijmak serta ijtihad. Sehingga sumber utama kewarisan 
Islam berasal dari al-Quran yang menjelaskan pelaksanaan hukum kewarisan islam, 
yaitu:14 
Q.S. an-Nisa’ (4): 1  
ساَُّنٱاَهٌَُّأَٰٓ  ٌَََِقهَخَوَِٖةدِح  َوِٖسۡفٍََِّ ِّيِىَُكَقهَخِيِرَّنٱُِىُكَّبَزِْاُىقَّتٱِ الااَجِزِا ًَ ُه ُۡ ِيِ ََّثبَوِاَهَجۡوَشِاَه ُۡ ِي
ِيِرَّنٱَهَّهنْٱاُىقَّتٱَوِ ٗۚاءَٰٓاَِسََوِا اسٍِثَك
اََست
ِا ابٍِقَزِۡىُك ٍۡ َهَعِ ٌَ اَكَِ َّللَّٱِ ٌَّ ِإِ َٗۚواَحَۡزۡلۡٱَوِِۦِهبِ ٌَ ُىنَء َٰٓٓ١ِِِ
 Terjemahnya: 
 Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan 
dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. 
                                                             
14Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam 
dan Implemetasinya pada Pengadilan Agama (Cet. II; Jakarta; Kencana, 2016),  h. 30 
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Sebagaimana Quraish Shihab menjelskan bahwa ayat ini menceritakan 
tentang persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta bantu-membantu dan saling 
menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan 
antara lelaki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama.15 
Dikarenakan manusia dalam mengalami kehidupan di dunia ini mengalami 
tiga kejadian penting, yaitu pada waktu mereka dilahirkan, dinikahkan dan meninggal 
dunia. Maka sewaktu mninggal dunia maka akan meninggalkan semua harta benda 
yang dimilikinya.  
   ِ ِ  ِ ِِ ِ ِِ ِِِ ِ  ِِ
 ِ ِِِ ِِ  ِ ِ ِ   ِ  ِِِِ ِ
 ِِِ
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil 
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 
Ayat diatas menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan sumber tertinggi dalam 
menjalankan ibadah dan syariat Allahselain itu umat Islam juga melihat kepada 
sunnah Nabi Muhammad saw, jika teerdapat pengaturan yang tidak jelas  dalam al-
Qur’an. Apabila dalam al-Qur’an dan Sunnah juga tidak diatur dengan jelas 
                                                             
15Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta: 
Lentera Hati, vol.2 2002) h. 397 
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mengenai suatu hal yang diperlukan, umat Islam dapat melihat pengaturannya pada 
Ijtihad para sahabat atau para ulama atau para pemimpin Islam. 
Ada beberapa ayat al-Qur’an yang mengatur tentang kewarisan diantaranya 
adalah QS. an-Nisaa’ ayat 7, an-nisaa’ ayat 11, an-nisaa’ ayat 12, an-nisaa’ ayat 33, 
an-nisaa’ ayat 176, ayat-ayat tersebut mengatur pembagian warisan untuk laki-laki 
dan perempuan, saerta ibu atau ayah, janda atau duda dengan bagian-bagian tertentu 
yang sudah diatur.16 
c. Hukum Waris Barat 
 Dalam hukum waris barat terdapat du a unsur penting yaitu:  
1) Unsur individual; mengenai diri pribadi seseorang. Pada prinsipnya seseorang 
pemilik terhadap suatu benda memiliki kebebasan yang seluas-luasnya 
sebagai individu untuk melakukan apa saja atas benda yang dimilikinya   
termasuk   harta   kekayaannya berdasarkan kehendaknya.17 
2) Unsur sosial; mengenai kepentingan bersama. Perbuatan yang dilakukan   
pemilik   harta   kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual 
dapat menyebabkan kerugian   pada   ahli   waris, sehingga Undang-undang 
memberikan pembatasan-pembatasan pada kebebasan pewaris demi 
kepentingan ahli waris.18 
                                                             
16
 Syamsulbahri Salihima Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam 
dan Implemetasinya padaKedudukan Pengadilan Agama h.38-40 
17Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan BW “Pewarisan Menurut 
Undang-Undang.”(Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005) h.13.  
18Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan BW “Pewarisan Menurut 
Undang-Undang.” Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005 
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Pembatasan tersebut pada kewarisan perdata diklaim dengan kata Legitieme 
Portie, yaitu bagian mutlak dari ahli waris tertentu. Karena bagian mutlak tersebut 
erat kaitannya menggunakan pemberian yg diberikan pewaris, yaitu pembatasan atas 
kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka Legitieme Portie diatur pada bagian 
yang mengatur tentang wasiat atau disebut testament. Sistem waris BW tidak 
mengenal istilah “harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam ikatan 
perkawinan, sebab harta warisan pada BW berasal dari siapapun yang merupakan 
“kesatuan” yang secara bulat serta utuh dalam holistik selanjutnya akan beralih dari 
tangan peninggal warisan atau pewaris ke ahli warisnya. Hal ini ditegaskan di dalam 
Pasal 849 BW, yaitu “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari 
pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan.” 
2. Penggolongan Ahli Waris 
 Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah, terdapat 
empat golongan, yaitu: 
a. Golongan Pertama 
Di dalam pasal 832 jo. 842 jo. Pasal 852a. diuraikan yang termasuk dalam 
golongan pertama adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak-anak dan 
keturunannya dalam garis lencang ke bawah baik sah maupun tidak sah serta tidak 
membedakan laki-laki atau perempuan dan tidak membedakan berdasarkan urutan 
kelahiran. Berdasarkan uraian tersebut, itu berarti menyingkirkan anggota keluarga 
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yang lain dalam garis lencang ke atas dalam garis ke samping, meskipun diantara 
anggota keluarga yang belakang deretannya lebih dekat dengan si peninggal.19 
b. Golongan Kedua 
Golongan kedua ini terdiri dari orang tua dan saudara-saudara, kakak dan adik 
baik laki-laki maupun perempuan. Ini sama halnya kedudukan orangtua disamakan 
dengan saudara. Golongan ini diatur dalam pasal-pasal 854, 855, 856 kitab Undang-
undang Hukum Perdata (BW). Menurut pasal ini apabila ahli-ahli waris ini terdiri dari 
ayah, ibu dan beberapa saudara kandung si peninggal, maka mereka masing-masing 
mendapat bagian yang sama. Apabila di antara saudara-saudara ini ada yang seibu 
saja dengan si meninggal dunia, maka pasal 857 KUHP (BW) memberi peraturan 
istimewa, yaitu harta peninggalan dibagi dua terlebih dahulu, bagian pertama 
(setengah) untuk saudara-saudara sebapak, bagian kedua (setengah) lagi untuk 
saudara-saudara seibu. Sedangkan saudara-saudara yang sekandung dan sebapak akan 
mendapat dari dua-duanya bagian tadi.20 
c. Golongan Ketiga 
 Ahli waris golongan III adalah keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah 
bapak dan ibu, ini berarti kakek, nenek dan leluhur. Harta warisan mula-mula dibagi 
dua berdasarkan pasal 850 dan pasal 853, setengah untuk ayah dan setengah untuk 
ibu.21 
                                                             
19R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta; intermasa Cet, ke XIX  1984), h.99 
20Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat 
(BW), (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), h. 48 
21Effendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 33 
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d. Golongan Keempat 
 Golongan keempat ini berlaku apabila golongan tiga tidak ada, maka tiap-tiap 
bagian separuh bagian dari pancer ayah atau ibu tadi dialihkan pada saudara sepupu si 
meninggal dunia yaitu sang kakek dan nenek dari si yang meninggal dunia, keluarga 
tingkat keempat secara sama rata. Kalaupun ini masih tidak ada maka harta 
peninggalan jatuh pada anak keluarga kakek buyut atau si nenek buyut sampai derajat 
ke enam. Dapat disimpulkan bahwa keluarga lainnya sampai derajat keenam. Kalau 
dari salah satu pihak tidak ada sampai derajat keenam, maka harta waris diwarisi oleh 
salah satu pihak yang masih ada, berdasarkan pasal 861 KUHP.22 
Selain keempat golongan tersebut, terdapat juga kedudukan harta bersama 
dalam pernikahan yang diatasnamakan suami, dalam hal ini kedudukan harta bersama 
dalam suatu pernikahan baik harta benda tersebut atas nama suami atau atas nama 
isteri, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta 
bersama selama perolehannya atau penguapayaannya dilakukan pada saat perkawinan 
itu berlangsung. Dalam pembagiannya masing-masing pihak akan mendapatkan 
separuh dari harta bersama tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 97 KHI. 
Dengan demikian secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah 
adanya perceraian.23 
  
                                                             
22Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat 
(BW), (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), h. 49 
23Sony Rose Tin, Liliek Istiqomah, Pratiwi Puspito Andini “Kedudukan Harta Bersama 
dalam Perceraian Yang Diakui oleh Suami Sebagai Harta Bawaan” (Jember: 2013) h. 3-4 
http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58942/Sonya%20Rose%20Tin.pdf?se
quence=1. Diakses 24 April 2019. 
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B. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan 
Terhadap Perkara Warisan 
1. Pengertian Pertimbangan Hakim  
Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan 
terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan 
mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak 
yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik, 
cermat dan teliti. Apabila pertimbangan hakim tidak baik, cermat dan teliti, maka 
Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan hakim yang 
berasal dari pertimbangan hakim tersebut.24 
Dalam pemeriksaan suatu perkara, hakim juga memerlukan adanya 
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan untuk bahan 
pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling 
penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memastikan 
bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, demi 
memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Sebelum nyata baginya, yakni 
dengan membuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum 
antara para pihak, Hakim tidak boleh menjatuhkan suatu putusan bahwa peristiwa 
atau fakta tersebut benar-benar terjadi. 
 Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat 
tentang hal-hal sebagai berikut:  
                                                             
24Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka 
Pelajar, 2004), h.140  
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a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau kaidah-kaidah yang tidak dibantah.  
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek mengenai semua 
fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.  
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus yang dipertimbangkan atau 
diadili secara satu per satu sehingga hakim dapat mengeluarkan kesimpulan 
tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan 
tersebut terhadap amar putusan. 
2. Dasar Pertimbangan Hakim  
 Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan penting untuk 
berlandaskan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga 
ditemukan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan 
praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman yaitu melalui 
putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum sebagaimana 
hakim selaku aparat penegak hukum. 
 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, dalam artian  
bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra 
yudisial, kecuali hal-hal yang disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Karena 
tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka 
kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak sehingga 
putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Lanjut Pasal 24 ayat (2) 
menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
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lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 
usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.25 
 Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak 
Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak 
harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. 
Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan 
penilaiannya. Lebih tapatnya dijelaskan pada perumusan UU No. 48 Tahun 2009 
Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang”.26 
 Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 
tidak memihak. Hakim, ketika memberi suatu keadilan terlebih dahulu harus 
menelaah tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi 
penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang 
berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa 
tersebut. Karena seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh 
menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Seperti 
yang dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 
2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu 
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan 
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan 
hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli 
                                                             
25
 Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) h.94 
26Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, h.95 
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hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya 
berdasarkan  pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam  masyarakat, hal ini dijelaskan 
dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.  
 
C. Tinjauan Tentang Proses Pemeriksaan Perkara Perdata 
Perkara Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang 
satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. Pengertian Perkara 
Perdata tentang hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya 
apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang 
berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan 
yang seadil-adilnya. Perkara perdata yang di ajukan ke pengadilan pada dasarnya 
tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa yang 
dihadapi oleh para pihak, tetapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya hanya 
merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-
hak keperdataan yang dipunyai oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak 
keperdataannya mendapatkan keabsahan. 
 Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunnya Hukum Acara 
Perdata Indonesia menyatakan bahwa Pengertian perkara perdata adalah "meliputi 
baik perkara yang mengandung sengketa (contentius) maupun yang tidak 
mengandung sengketa (voluntair)"27 
                                                             
27Sarwono, 2012. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Sinar Grafika: Jakarta 
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 Dalam hal proses pemeriksaan perkara gugatan timbul karena adanya gugatan 
yang diajukan oleh pihak ke pengadilan. Adapun proses pemeriksaan perkara gugatan 
(dalam praktek) biasanya sebagai berikut :28 
1. Diawali karena adanya gugatan masuk ke pengadilan. Gugatan tersebut 
diproses dahulu di bagian panitera perdata yaitu mulai dari membayar panjar 
biaya perkara, penetapan nomor register perkara, disampaikan ke Ketua 
Pengadilan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya 
Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan melalui panitera 
agar pihak penggugat dan tergugat dipanggil sesuai dengan hari sidang yang 
telah ditetapkan. 
2. Pada persidangan pertama jika Penggugat atau wakilnya tidak pernah hadir 
setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka 
majelis hakim akan memberikan putusan gugatan gugur. Sebaliknya jika 
Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali 
berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan Verstek.  
Namun demikian jika Penggugat dan Tergugat hadir, maka majelis hakim 
akan menanyakan dahulu apakah gugatannya ada perubahan, jika ada diberika 
kesempatan untuk merubah dan dicatat panitera pengganti. Jika tidak ada 
perubahan majelis Hakim akan melakukan mediasi untuk berdamai paling 
lama 40 hari. 
                                                             
28Tiar Ramon, Hukum Acara Perdata: Proses Pemeriksaan Perkara Perdata, 
https://tiarramon.wordpress.com/category/bahan-kuliah/hukum-acara-perdata/, diakses 18 oktober 
2018, 16.57 WITA. 
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3. Jika selama 40 hari tersebut mediasi atau damai tidak tercapai, maka 
persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan oleh Penggugat. Dalam 
prakteknya pembacaan gugatan selalu tidak dilakukan yang terjadi adalah 
gugatan dianggap dibacakan sepanjang antara Penggugat dan Tergugat 
sepakat. Hal ini untuk menghemat waktu. karena pada dasarnya gugatan 
tersebut sudah dibaca oleh Tergugat ketika gugatan disampaikan pengadilan 
(juru sita) minimal 3 hari  sebelum persidangan pertama dimulai. 
4. Setelah pembacaan gugatan selesai atau dianggap  dibacakan, Majelis Hakim 
menanyakan kepada Tergugat apakah ada tanggapan baik lisan maupun 
tertulis. Apabila lisan majelis hakim pada persidangan tersebut akan 
mencatat  dan apabila tertulis biasanya diberi kesempatan 1 minggu untuk 
menanggapinya yang disebut dengan Jawaban Tergugat atas Gugatan 
Penggugat. Dalam jawaban tergugat ini tergugat dapat melakukan bantahan, 
mengakui dan tidak membantah dan tidak mengakui (referte) serta 
mengajukan eksepsi (formil dan materil) dan rekonvensi (gugatan balik). 
5. Pada persidangan selanjutnya adalah menyerahkan Jawaban Tergugat. Dalam 
prakteknya jawaban tergugat tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada 
Penggugat secara tertulis untuk menanggapi Jawaban Tergugat yang disebut 
dengan Replik Penggugat (Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat). Replik 
Penggugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil isi gugatan 
adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam jawaban tergugat adalah salah. 
Replik juga bisa lisan tentunya jika lisan jawaban harus dibacakan agar 
Penggugat tahu yang mana yang akan ditanggapinya. 
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6. Pada persidangan berikutnya adalah menyerahkan Replik Penggugat Dalam 
prakteknya Replik Penggugat juga tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan 
kepadaTergugat secara tertulis untuk menanggapi Replik Penggugat   yang 
disebut dengan Duplik Tergugat (Tanggapan terhadap Replik Penggugat). 
Duplik Tergugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil jawaban 
Tergugat adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam Replik Penggugat adalah 
salah. Duplik juga bisa lisan tentunya jika lisan Replik harus dibacakan agar 
Tergugat tahu yang mana yang akan ditanggapinya. 
7. Pada persidangan berikutnya, adalah menyerahkan Duplik Tergugat yaitu 
tanggapan terhadap Replik Penggugat. Setelah Duplik, majelis hakim akan 
melanjutkannya penyerahan alat-alat bukti tertulis Penggugat. Kemudian 
Tergugat diminta juga menyerahkan alat-alat bukti tertulis kepada majelis 
hakim. 
8. Setelah penyerahan alat bukti tertulis selesai, jika penggugat merasa perlu 
menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung alat bukti tertulisnya, maka 
majelis hakim memberikan kesempatan dan dilakukan pemeriksaan saksi 
untuk diminta keterangannya sesuai perkara. Setelah itu baru diberi 
kesempatan juga pada Tergugat untuk menghadirkan saksi untuk dimintai 
keterangannya. 
9. Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan 
setempat (PS) yaitu Majelis Hakim akan datang ke lokasi objek sengketa 
(tanah) untuk melihat fakta apakah antara isi gugatan dengan fakta dilapangan 
mempunyai kesesuaian. 
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10. Apabila pemeriksaan setempat selesai, dilanjutnya dengan kesimpulan oleh 
penggugat maupun tergugat. 
11. Setelah kesimpulan para pihak diserahkan kepada majelis hakim yang 
menangani perkara perdata, majelis hakim akan bermusyawarah untuk 
membuat vonis atau putusan. Putusan hakim harus bedasarkan pertimbangan 
yang jelas dan cukup.  
Putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang dikategorikan sebagai 
putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd. Pasal-pasal 
peraturan peruandang-undangan, hukum kebiasaan, yurispundensi, atau doktrin 
hukum dapat dijadikan alasan dalam pertimbangan.29 
Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela 
dikenal juga dengan putusan provisional. Putusan sela ada bermacam-macam, yaitu 
putusan preparatoir, putusan insidentil, dan putusan provisional. Putusan preparatoir 
dipergunakan untuk mempersiapkan perkara, demikian pula putusan insidentil, 
sedangkan putusan provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan 
tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan 
untuk kefaedahan salah satu pihak.30 
                                                             
29M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), h. 798. 
30
 Artikel DJKN, Putusan Hakim dalam Acara Perdata, 
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html, 
diiakses 14 Oktober 2018. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang 
merupakan suatu metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk melihat 
hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan 
masyarakat. Sebab penelitian ini merupakan penelitian yang meneliti orang dalam 
lingkungan masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan 
sebagai penelitian hukum sosiologis, yaitu hukum yang diambil berdasarkan fakta-
fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.31 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Makassar, lokasi penelitian 
ini dikarenakan penulis menemukan beberapa masalah-masalah terkait warisan dari 
berbagai golongan. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological 
approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan 
                                                             
31Andi Rustandi, “Metode penelitian empiris & normatif” http://andirustandi 
.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html, diakses 10 Oktober 2018, 
09.52 WITA. 
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untuk menelaah dan meneliti asas dan menyinkronkan semua perundang-
undangan horizontal maupun vertikal serta peraturan lainnya yang berhubungan 
dengan  
Masalah yang diteliti. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang 
menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi ketika sistem norma itu bekerja 
di dalam masyarakat, atau bagaimana penerapan aturan perundang undangan dalam 
kehidupan nyata. Pendekatan ini diinterpretasi sebagai sesuatu perilaku masyarakat 
yang mendapat legitimasi secara sosial.32 
 Sehingga kedua pendekatan ini sangat dibutuhkan dalam proses penelitian 
nanti dimana pendekatan undang-undang digunakan sebagai pedoman untuk 
memperkuat bukti-bukti dalam menyelesaikan masalah begitupun dengan pendekatan 
sosiologis. 
C. Sumber Data 
 Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan sarana dari suatu 
penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus 
memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya.33 Dalam penelitian ini, data 
bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di 
dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari 
wawancara.34 Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi data primer dalam 
                                                             
32Salim HS dan Erlies SeptianaNurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penulisan Skripsi, 
Tesis dan Disertasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 23. 
33 Peter Mahmud Marzuki,”Penelitian Hukum” (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup: 2010) hal. 
35 
34Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: cet.13, PT. Raja 
Grafindo Persada, 2014 ) h.41 
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penelitian ini adalah putusan perkara no. 71/Pdt.G/2015/PN Makassar dan berupa 
wawancara. Selanjutnya, data sekunder merupakan data primer yang telah diolah 
lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. 
Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku atau jurnal sebagai faktor 
pendukung data primer.  
D. Instrumen Penelitian 
 Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. 
Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. 
Dalam peneletian ini ada bebearapa instrumen penelitian yang digunakan yaitu: 
1. Pedoman wawancara 
 Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan 
data dari informan pada saat dilakukan wawancara. 
2. Handphone 
 Hanphone memiliki spesifikasi dan fitur lengkap, utamanya aplikasi Kamera 
Video, Kamera Foto dan Juga Recorder yang akan membantu dalam proses 
penelitian tersebut. 
3. Alat Tulis 
 Alat tulis dalam suatu penelitian dipandang sangat perlu dalam proses 
penelitian, hal tersebut guna mempermudah peneliti dalam proses 
pengumpulan data yang berbentuk tulisan yang selanjutnya akan diolah. 
 
E. Teknik  Pengolahan dan Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu: 
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1. Reduksi Data, merupakan proses mengubah rekaman data ke dalam pola, 
fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian Data, merupakan menampilkan data dengan cara memasukkan 
data dalam sejumlah matriks yang diinginkan. 
3. Pengambilan Kesimpulan, merupakan mencari simpulan atas data yang 
direduksi dan disajikan . 
Analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptip kulitatif yaitu teknik 
pengolahan data dengan mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan 
pendekatan analisis konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan data 
yang diperoleh dengan mengabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah 
yang ada hubungannya dengan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan 
terhadap perkara warisan dalam pemeriksaan perkara perdata, dengan pendapat 
responden yang diperoleh dengan observasi dan interview, kemudian dianalisis dalam 
bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna.  
 
  
 
 32 
 
BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Sejarah Singkat Pengadlan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar 
Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di jalan R.A.Kartini Nomor 18/23, 
Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 
Selatan dan berada pada titik koordinat 119º 24' BT-5º 8' 90,7" LS. 
Adapun batas-batasnya sebagai berikut : 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Jln. Kartini; 
b. Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Sudirman; 
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Jln Ammanagappa; 
d. Sebelah barat berbatasan dengan gedung kejaksaan negeri makassar. 
Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan 
nama Raad van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu Juliana 
Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di timur (sekarang jalan 
Sudirman), dan Justitia Laan di selatan (Sekarang Jalan Ammanagappa) 
(Asmunandar, 2008). 
Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan 
Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK Penetapan BCB oleh 
Menbudpar tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi menjadi Kantor Pengadilan 
Negeri Kelas 1a Khusus Makassar. 
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Dahulu, bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni Raad van Justitia, 
merupakan pengadilan untuk orang-orang cina, dan orang pribumi keturunan 
bangsawan yang letaknya dibagian utara bangunan, dan Landraad yang merupakan 
pengadilan untuk orang-orang Pribumi, Letaknya dibagian selatan bangunan. 
2. Visi dan Misi Pengadlan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar 
a. Visi 
"Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung" 
b. Misi 
1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus; 
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I 
A Khusus; Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri 
Makassar Kelas I A Khusus. 
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadlan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar 
a. Ketua Pengadilan, antara lain: 
1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 
rutin/pembangunan 
2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi 
petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun 
seluruh karyawan 
3) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan 
atas : 
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a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat 
Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya; 
b) Masalah-masalah yang timbul; 
c) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, 
dan Jurusita di daerah hukumnya; 
d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan 
dilaporkan kepada Mahkamah Agung 
4) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa 
keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta 
berkas perkara. 
5) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak 
mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa 
membayar biaya perkara). 
6) Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan 
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada 
Majelis Hakim untuk diselesaikan. 
7) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan 
seksama. 
b. Wakil Ketua Pengadilan : 
1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 
panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 
2) Mewakili ketua bila berhalangan. 
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3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua. 
4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas 
telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta 
melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua. 
c. Hakim: 
Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan 
Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili 
serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya 
Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan 
berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar 
terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 
d. Panitera: 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara 
serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus menyelenggarakan fungsi: 
1) pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; 
2) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata; 
3) pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana; 
4) pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus; 
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5) pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data 
perkara, dan transparansi perkara; 
6) pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan 
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan 
perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi 
Kepaniteraan; 
7) pelaksanaan mediasi; 
8) pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan; 
9) pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. 
e. Panitera Muda Perdata 
Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. 
f. Panitera Muda Pidana 
Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di 
bidang pidana. 
g. Panitera Muda Khusus Niaga, PHI dan Tipikor 
Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di 
bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial dan tindak pidana korupsi serta perkara khusus lainnya yang diperlukan. 
h. Panitera Muda Hukum 
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 
pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara 
serta Pelaporan. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Panitera 
Muda Hukum menyelenggarakan fungsi : 
1. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 
2. pelaksanaan penyajian statistik perkara; 
3. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 
4. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 
5. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas 
perkara; 
6. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang 
berkaitan dengan transparansi perkara; 
7. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan; 
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 
 
i. Panitera Pengganti  
Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta 
melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan 
j. Jurusita 
1. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh 
Hakim Ketua Majelis 
2. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-
teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan 
3. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri 
4. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian 
diberikan kepada pihak-pihak terkait 
38 
 
 
k. Sekretaris 
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas 
melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, 
sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri 
Kelas I A Khusus. 
l. Kepala Bagian Umum 
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, 
program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan 
tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, 
arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan 
masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 
dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan 
Negeri Kelas I A Khusus. 
m.  Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan  
Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, 
program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. 
n. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai 
tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, 
akuntabilitas serta reformasi birokrasi. 
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o. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 
Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, 
hubungan masyarakat, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. 
 
4. Deskripsi Wilayah Yurisdiksi Pengadlan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar 
Secara geografis, Kota Makassar terletak di pesisisr pantai barat bagian selatan 
sulawesi selatan, pada koordinat antara 119° 18’ 27,97” sampai 119° 32´31,03” bujur 
timur dan 5° 30´18” - 5° 14’ 49” lintang selatan. Ketinggian kota ini bervariasi antara 
0-25 meter dari permukaan laut, suhu udara antara 20°c - 32°c, memiliki garis pantai 
sepanjang 32 km dan areal seluas 175,77 kilometee persegi, serta terdiri dari 14 
kecamatan dan 143 kelurahan. 
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5. Struktur Organisasi Pengadlan Negeri Kelas 1A Khusus Makassa 
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B. Analisis Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap 
perkara warisan untuk WNI keturunan tionghoa non muslim menurut 
perkara NO. 71/pdt.G/2015/PN.Mks? 
Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan 
penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan 
kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan 
pihat-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka 
hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. 
Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan 
kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara dan 
sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui 
duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik 
peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum 
yang tidak tertulis atau hukum adat.35 
Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan 
suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta 
mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga hakim harus teliti, 
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 Moh.Taufik Mkarao, S.H.,M.H, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2009).h.124 
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baik dan cermat dalam menyikapi suatu perkara.36  
Pembuktian merupakan suatu aspek proses pengungkapan fakta-fakta yang 
menyatakan bahwa suatu peristiwan hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum 
yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau perbuatan tertentu 
seperti yang di atur oleh hukum.  
Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu menimbulkan suatu konsekuensi 
yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban 
pihak-pihak. Pengungkapan fakta-fakta itu dapat dilakukan dengan perbuatan, 
pernyataan, tulisan, dokumen, kesaksian, ataupun surat elektronik. Tanya jawab 
pihak-pihak atau antara pihak-pihak dan majelis hakim di muka sidang pengadilan 
merupakan bentuk proses pengungkapan fakta-fakta, yakni untuk meyakinkan majelis 
hakim bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi, yang menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi pihak-pihak yang berperkara. 
Pengungkapan fakta-fakta sperti yang telah dikemukakan diatas menciptakan 
jenis bentuk alat-alat bukti, seperti perbuatan, pengakuan pengucapan sumpah, 
document dan surat-surat. Bentuk alat-alat bukti tersebut dapat berupa; 
a. Perbuatan, misalnya membuat kontrak. 
b. Pernyataan, misalnya pengakuan yang tertera pada surat kuitansi. 
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 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Cet. V, Yogyakarta; 
Pustaka Pelajar, 2004), h.140 
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c. Tulisan, misalnya surat-surat (korespondensi). 
d. Dokumen, misalnya akta notaries. 
e. Kesaksian, misalnya melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang terjadi. 
f. Surat elektronik, misalnya struk ATM.  
Pembuktian diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan 
megenai apa yang digugatkan atau membenarkan suatu hak. Umumnya yang menjadi 
sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung 
adanya hak. Jadi, yang perlu dibuktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan 
hukum, bukan mengenai hukumnya. Kebenaran peristiwa atau hubungan itulah yang 
wajib dibuktikan. Jika pihak tergugat sudah mengakui atau mengyakan apa yang 
digugatkan oleh penggugat maka pembuktian tidak di perlukan lagi.37 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 
perkara antara : 
 FRANKY YO alias TONI SIAGAN, beralamat di jalan kerukunan barat 8 
blok J No. 168 bumi tamalanrea Permai Makassar, untuk selanjutnya 
disebut sebagai PNGGUGAT. 
 YAP KHEN HIONG NIO alias HELGA ELISABETH MINIAGA, dahulu 
bertempat tinggal di jalan Pasar ikan No. 4 Makassar, sekarang tidak 
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 Prof Abdulkadir Muhammad, S.H.:Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2015)h.125 
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diketahui alamatnya, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT 1; 
 JO SIOK ING alias IGNATIUS BONTO, dahulu ertempat tinggal di jalan 
Pasar ikan No. 4 Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya, untu 
selanjutnya disebut TERGUGAT II; 
 JO SIOK YONG alias RIDWAN RIFAEL EMILIUS BONTO, dahulu 
ertempat tinggal di jalan Pasar ikan No. 4 Makassar, sekarang tidak 
diketahui alamatnya, untu selanjutnya disebut TERGUGAT III; 
 JO SIOK HWA alias EMILIA FRANSISKA LUSIA BONTO, dahulu 
ertempat tinggal di jalan Pasar ikan No. 4 Makassar, sekarang tidak 
diketahui alamatnya, untu selanjutnya disebut TERGUGAT IV; 
 ANGELINA, bertempat tinggal di jalan Bali No. 76 kota Makassar, untuk 
seljutnya disebut TERGUGAT V 
 WIM ELIAS ARLAN, bertempat tinggal di jalan bangau No. 5 A, Kota 
Mkassar, untuk selanjutya disebut TERGUGAT VI 
 SYLVIA ARLAN, bertempat tinggal di jalan bangau No. 5 A, Kota 
Mkassar, untuk selanjutya disebut TERGUGAT VII 
 HARRY JOSH, bertempat tinggal dijalan Graha satelit Blok D2 
Sungguminasa Gowa, untuk selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT 
VIII. 
 STELIA, bertempat dijalan Bali No. 76 Makassar, untuk selanjutnya 
disebut sebgai TERGUGAT IX. 
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 HANS NAYOAN, bertempat tinngal di jalan Taman sari C IV/12, Desa 
Cipadu, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, untuk selanjutnya disebut 
TERGYGAT X. 
 MINIKE JO DISAPUTRI, bertempat tinggal di jalan Cisitu Indah IV No. 
23, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, kota Bandung, untuk 
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI 
 THEO NAYOAN, bertempat tinggal di jalan Cianjur No. 8, Kota Bandung, 
untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII 
 Dokter LUCIA LUITA WIDJAJA, alamatnya tidak diketahui, untuk 
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIII. 
 SRI WIDJAJA HARTINI, S.H. Notaris bertempat tinggal dijalan Pattimura 
No. 6 Makassar, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT XIV. 
Adapun yang menjadi objek sengketa dalam kasus NO.71/pdt.G/2015/PN.Mks 
adalah sebagai berikut: 
1. Akta pembagian harta bersama No. 64 tanggal 25-7-2002 yang dibuat 
duhadapan Notaris/PPAT Sri Hartini Widjaja, S.H 
2. Akta keterangan waris No. 64 tanggal 25-7-2002 yang dibuat dihadapan 
Notaris/PPAT Sri Hartini Widjaja, S.H 
3. Akta hibah No. 64 tanggal 25-7-2002 yang dibuat di hadapan 
Notaris/PPAT Sri Hartini Widjaja, S.H. 
4. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bali No. 76 Lingkungan 
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Pattunuang, Kecamatan Wajo Kota Makassar. 
Adapun inti dudukan perkara tersebut ialah sebagai beritku: 
1. Bahwa Alm. JO TIONG LIENG ayah dari tergugat I, tergugat II, tergugat 
III, tergugat V, secara bersama-sama Tergugat XIV melawan hukum dan 
menandatangani Akta Hibah No. 62 tanggal 25/07/2002 dihadapan 
notaries Sri Hartini Widjaja, S.H., Harta peninggalan yang di hibahkan 
adalah tanah dan bangunan di Jalan Bali No. 76 Makassar, akta hibah 
dilakukan secara melawan hukum. 
2. Bahwa tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII, Tergugat IX, 
tergugat X, tergugat XI, tergugat XII, tergugat XIII secara bersama sama 
dan secara melawan hukum membuat dan menandatangani;  
a) Akta keterangan waris No. 61 tanggal 25/07/2002 dihadapan notaris 
Sri Hartini Widjaja, S.H. 
b) Akta keterangan waris No. 63 tanggal 25/07/2002 dihadapan notaris 
Sri Hartini Widjaja, S.H. 
c) Akta pembagian harta bersama No. 64 tanggal 25/07/2002 
dihadapan notaris Sri Hartini Widjaja, S.H. 
3. Bahwa tidakan para tergugat membagi-bagi secara melawan hukum harta 
peninggalan Alm. JO BENG SOEI (kakek penggugat) yaitu tanah dan 
bangunan yang terletak di jalan bali No. 76 Lingkungan Pattunuang, 
Kecamatan Wajo Kota Makassar sangat merugikan Penggugat sebagai 
ahli waris dari JO BENG SOEI (kakek penggugat) dan juga sebagai ahli 
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waris dari Alm. Ny. NIO KOEK JONG NIE (nenek penggugat) dan ahli 
waris dari Alm. JOTIONG SIANG alias TONI SIAGAN (ayah 
Penggugat).38  
Berdasarkan hasil wawancara dengan bpk. Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H 
yang berprofesi sebagai hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri 
Makassar dan sekarang menjabat sebagai hakim ketua Pengadilan Negeri Maros 
menjelaskan bahwa “berdasarkan analisis pertimbangan hakim dalam menentukan 
pembuktian terhadap perkara warisan untuk WNI keturunan tionghoa non muslim 
menurut perkara NO.71/pdt.G/2015/PN.Mks, menyatakan bahwa: 
1. Berdasarkan bukti surat tergugat yang bertanda TK/PR-3 berupa surat 
permohonan banding tertanggal 14 September 2015 terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Makassar perkara NO.51/pdt.G/2014/PN.Mks yang telah 
diputus pada hari rabu tgl 4 Maret 2014 dengan amar putusan:”menyatakan 
gugatan penggugat tidak dapat diterima, di karenakan gugatan tersebut 
kekurangan pihak. dimna gugatan tersebut masih dalam proses pemeriksaan 
banding (belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap). Sehigga 
penggugat belum dapat mengajukan gugatan a quo (gugatan baru). 
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 Kristian P Djati, S. H., putusan perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN Mks, (Makassar, 2015).h.4 
poin 11,12. 
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2. Bahwa dalam gugatan baru (No71/pdt.G/2015/PN.Mks), penggugat 
menempatkan sebagai objek gugatan yang meminta agar dinyatakan tidak 
sah, tidak berharga dan tidak mengikat  masing-masing. 
a. Akta pembagian harta bersama No.64 tgl 25-7-2002 yang dibuat 
dihadapan notaries/PPAT Sri Hartini Widjaja S.H. 
b. Akta keterangan waris No.61 tgl 25-7-2002 yang dibuat dihadapan 
notaries/PPAT Sri Hartini Widjaja S.H. 
c. Akta hibah No.64 tgl 25-7-2002 yang dibuat dihadapan notaries/PPAT Sri 
Hartini Widjaja S.H.  
d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bali No. 76 Lingkungan 
Pattunuang, Kecamatan Wajo Kota Makassar. 
Dan objek sengketa sama dengan perkara No51/pdt.G/2014/PN.Mks yang telah di 
putus pada tanggal 4 Maret 2015. 
Dengan demikian jelas bahwa objek sengketa dalam perkara baru telah di periksa, 
diadili dan di putus dalam perkara lain. 
3. Dalil-dalil maupun objek dan pihak-pihak perkara baru 
(NO.71/pdt.G/2015/PN.Mks) sama dengan perkara 
NO.51/pdt.G/2014/PN.Mks dan telah diputus maka gugatan penggugat 
adalah ne bis in idem (tidak dapat di putus dalam gugatan perkara yang 
sama).  
4. Bahwa dalam gugatan penggugat dirinya meminta agar dinyatakan sebagai 
ahli waris dari orang yang bernama alm JO TIONG SIANG alias JOS 
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SIAGAN  sehingga di perlukan suatu putusan pengadilan yang menyatakan 
dirinya adalah ahli waris dari orang yang bernama alm JO TIONG SIANG 
alias JOS SIAGAN. 
5. Bahwa tergugat V yakni Angelina telah meninggal dunia pada tanggal 5 
februari 2015 sehingga gugatan penggugat tidak memiliki legal standing 
karena secara nyata tergugat V tidak mampu lagi dalam persidangan atau 
memberikan kuasa untuk mewakili dirinya, sehingga gugtatan pengguat 
telah terjadi kesalahan dalam menentukan identitas terhadap orang yang 
akan digugatnya sehigga gugatan penggugat ini tidak memenuhi persyaratan 
formil suatu gugatan. 
6. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat segala bentuk surat, akta 
atau pengakuan tertulis lainnya yang terbit dan/atau dibuat terkait dengan 
pengakuan anak oleh alm JO TIONG SIANG alias JOS SIAGAN terhadap 
penggugat dan/atau saudara-saudaranya.39 
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C. Pembagian harta dan hambatan yang dihadapi hakim dalam menentukan 
putusan terhadap perkara warisan WNI keturunan tionghoa non muslim. 
1. Pembagian harta waris WNI keturunan tionghoa non muslim. 
Waris Adat Tionghoa adalah waris yang dilaksanakan dalam kurun waktu 
yang lama dari sebelum masyarakat Tionghoa menjadi warga negara Indonesia 
sampai masyarakat Tionghoa menjadi warga negara Indonesia. 
Masyarakat Tionghoa lebih memilih waris adat Tionghoa daripada Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (BW) dikarenakan masyarakat Tionghoa sudah sejak 
turun temurun melaksanakan warisan secara adat dan masyarakat Tionghoa selalu 
memegang teguh adat istiadat Tionghoa. 
Faktor yang menyebabkan penyimpangan dalam pembagian waris adat 
Tionghoa adalah dikarenakan terjadinya pembauran atau asimilasi antara budaya 
Tionghoa dengan budaya setempat, penyimpangan tersebut adalah perempuan 
mendapatkan warisan, Ahli waris perempuan yang mendapatkan warisan tidak boleh 
besar dari warisan laki-laki atau biasanya dengan ketentuan 1 / ½, namun itupun 
tergatung dari hasil musyawarah pihak keluarga besar untuk memberi harta terhadap 
anak perempuan atau tidak. 
Perlu diketahui bahwa bagi masyarakat WNI keturunan tionghoa non muslim 
apabila terjadi suatu sengketa waris maka yang berperan dalam penyelesaiannya 
adalah orang-orang yang di tuakan bisa juga paman ataupun tokoh masyarakat. Dan 
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perlu diingat masyarakat Tionghoa sangat tidak suka apabila penyelasaian sengketa 
terjadi di pengadilan. 
Maka upaya Hukum yang dilakukan oleh ahli waris adalah apabila terjadi 
sengketa dalam pembagian warisan, maka diselesaikan secara kekeluargaan dan 
apabila tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan maka akan diselesaikan di 
Pengadilan. 
Dalam Hukum Adat Tionghoa hanya anak tertua laki- laki yang dianggap 
sebagai penerus garis keturunan yang sah, Anak perempuan karena ia dianggap suatu 
saat akan pergi ketempat suaminya dan memberikan keturunan bagi marga suaminya 
maka ia dianggap bukan sebagai penerus garis keturunan. Anak perempuan tidak 
memiliki hak untuk mewaris karena ia akan menikah dengan laki-laki keluarga lain, 
memakai marga suaminya, dan keturunannya dibawa masuk kedalam keluarga laki-
laki itu. Jika ia diberi warisan maka warisan akan jatuh kepada orang lain yaitu 
keluarga suaminya. Kepada anak perempuan, orangtua hanya memberikan apa yang 
disebut “dowry” berupa perabot pakaian, perhiasan, sejumlah uang ketika ia menikah, 
tetapi tidak pernah dalam bentuk tanah maupun rumah. 
 Hak mewarisi dalam Hukum Adat Tionghoa terdapat beberapa seperangkat 
kewajiban, kewajiban – kewajiban tersebut seperti:  
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1. Apabila orang tua yang bersangkutan sudah tua dan tidak mampu lagi 
berkerja maka anak laki–lakilah yang berkewajiban mengurus, melindungi dan 
menyokong orang tuanya.  
2. Setelah orang tua meninggal maka anak laki – laki berkewajiban merawat 
makam, rumah abu atau meja abu dari orangtua dan leluhur mereka dalam bentuk 
menyelenggarakan upacara – upacara tertentu pada waktu – waktu tertentu. 
 3. Setelah orang tua meninggal maka anak laki-laki berkewajiban 
menggantikan peran orangtuanya sebagai panutan, pemimpin dan pemberi nasehat, 
terutama bagi anak laki – laki tertua. 
 
Sebagai contoh: 
a. A dan B suami isteri meninggal dunia selaku pewaris, meninggalkan C 
selaku anak laki-laki dan E, F dan G selaku anak perempuan, maka 
pembagian  secara adat WNI keturunan tionghoa non muslim yaitu: 
b. C selaku anak laki-laki tertua mendapatkan 4/4 dari harta warisan. 
c. E, F dan G selaku anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. 
Digunakannya adat Tionghoa dalam pembagian harta warisan disebabkan 
karena dalam budaya Tionghoa secara turun temurun dari generasi ke generasi. 
Adanya abu leluhur atau orang tua yang meninggal harus dirawat oleh anak laki-laki 
tertua, hal tersebut yang membuat pelaksanaan adat Tionghoa dilakukan terus 
menerus dalam generasinya. 
 Demikian juga suami atau istri yang ditinggal dijaga dan dipelihara oleh anak 
laki-laki tertua. Atas amanat adat masyarakat Tionghoa yang demikian maka 
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pembebanan harta diberikan kepada anak laki-laki tertua, termasuk pula menjaga 
anggota keluarga. Masyarakat Tionghoa lebih cenderung memakai adat istiadat 
Tionghoa dari pada aturan lainnya, dalam pembagian harta warisan lebih ditekankan 
pada pembagian anak laki-laki lebih besar pembagiannya dari pada anak 
perempuan.40 
Proses pembagian harta warisan dilakukan pada saat Pewaris meninggal dunia 
dimana kedudukan anak laki-laki Tertua atau Sulung lebih tinggi dari anak 
perempuan, anak perempuan hanya berhak atas harta berupa perhiasan saja 
sedangkan anak laki-laki harus memperoleh jumlah yang lebih besar dari anak 
perempuan. Sistem hukum yang dipakai dalam pembagian harta waris dalam 
masyarakat Tionghoa yaitu, menggunakan sistem hukum Adat Tionghoa, Pembagian 
harta warisan dalam adat Tionghoa memiliki orientasi pembagian / pengurusan 
terhadap harta-harta pusaka keluarga seperti, Abu Leluhur, Rumah peninggalan 
keluarga besar, dan Perhiasan Keturunan. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada 
pewaris adalah Anak laki – laki sedangkan anak perempuan bukan merupakan ahli 
waris. dunia, atau kawin lagi. Dominasi anak laki-laki sebagai pewaris yang paling 
utama.41 
  
                                                             
 40 Arifin thody Dan Dewi Januarti Narthovanie, Wawancara: (Makassar 19 januari 2019), 
Gereja Mawar Sharon, 16.00 WITA 
41
 Melisa Ongkowijoyo, Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli  Waris Keturunan  Tionghoa, 
(Universitas Erlangga, 2018), 05.00 WITA 
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2. Hambatan yang dihadapi hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara 
warisan WNI keturunan tionghoa non muslim. 
Untuk memungkinkan berlakunya hukum Belanda bagi golongan penduduk 
bukan Belanda (eropa),oleh pemerintah Hindia Belanda dikeluarkan peraturan 
ketatanegaraan Hindia Belanda atau yang disebut “Indische Staatregeling” (I.S) yang 
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926 melalui Stb.1925-577. 
Pasal 163 I.S berasal dari pasal 109 R.R baru menetapkan bahwa dalam 
berlakunya B.W di hindia belanda, Penduduk Hindia belanda dibedakan dalam 3 
golongan yaitu : 
a) Golongan eropa 
b) Golongan timur asing 
c) Golongan Pribumi (bumi putra/Indonesia asli) 
Selanjutnya dalam pasal 163 ayat (2) I.S penduduk Hindia belanda 
dibagi dalam 3 golongan penduduk yaitu: 
1. Golongan eropa,berdasarkan pasal 163 ayat (2) I.S terdiri dari : 
a) Semua orang belanda 
b) Semua orang yang berasal dari eropa yang tidak termasuk orang-orang 
Belanda. 
c) Semua orang jepang. 
d) Semua orang yang berasal dari tempat lain yang tidak termasuk apa yang 
disebut dalam (1) dan (2), yang dinegaranya mempunyai hukum  keluarga 
yang azasnya sama dengan hukum Belanda. 
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e) Anak dari mereka yang disebut dalam (2) dan (3) yang dilahirkan di 
Indonesia secara sah atau menurut Undang-undang diakui, dan keturunan 
mereka selanjutnya. 
2. Golongan Pribumi (Bumi putra).menurut pasal 163 ayat (3) I.S yang termasuk 
golongan bumi putra adalah : 
a) Mereka yang termasuk penganut pribumi (Indonesia asli) yang tidak 
pindah ke lain golongan. 
b) Mereka yang tadinya termasuk golongan lain, tetapi yang telah 
meleburkan diri ke dalam golongan pribumi. 
3. Golongan timur asing. 
Menurut pasal 163 ayat (4) I.S yang termasuk golongan timur asing adalah 
mereka yang tidak termasuk golongan eropa dan tidak termasuk golongan pribumi 
(Bumi putra) misalnya : orang Cina, Mesir, Sudan, Arab, Pakistan dan Bangladesh. 
Pembagian golongan penduduk Hindia Belanda berdasarkan pasal 163 I.S 
dimaksudkan untuk menentukan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing 
golongan penduduk seperti yang diatur dalam pasal 131 I.S. 
Hukum perdata (B.W dan W.v.K) yang diberlakukan terhadap tiap-tiap 
golongan penduduk tersebut adalah :      
 Menurut pasal 131 ayat (2) sub.a I.S, hukum perdata dan dagang yang berlaku 
untuk golongan eropa adalah Burgerlijk Wetboek (B.W) dan Wetboek van 
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Koophandel (W.v.K) tanpa kecuali termasuk Undang-undang diluar kedua kitab 
Undang-undang tersebut, misalnya Undang-undang Octrooi (Undang-undang hak 
cipta dalam industri dan perdagangan), Undang-undang autheur (Undang-undang 
yang mengatur hak cipta dalam bidang kesusastraan), juga hukum pidana material 
dan hukum acara (Pidana dan perdata).  
Menurut pasal 131 ayat (2) sub.b I.S, maka hukum perdata yang berlaku 
terhadap golongan bumi putra (pribumi) adalah hukum perdata adat (hukum yang 
tidak tertulis) yang berlaku bagi penduduk pribumi. 
Menurut pasal 131 ayat (2) sub.b I.S,hukum perdata yang berlaku terhadap 
golongan timur asing, adalah sejajar atau sama dengan golongan pribumi yakni 
hukum perdata adat. 
Hukum perdata adat disini bukanlah yang berlaku bagi golongan pribumi, 
tetapi hukum perdata adat yang berlaku bagi golongan timur asing (menurut hukum 
adatnya) sendiri. 
Setelah dikeluarkannya Stb.1917-129, golongan timur asing dibedakan dalam 
dua golongan (mulai berlaku tanggal 1 Mei 1919 (Stb.1919-81) yaitu : 
a. Golongan timur asing Tionghoa 
b. Golongan timur asing bukan Tionghoa. 
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Berdasarkan pasal 131 ayat (2) sub.b I.S jo.Stb.1917-129 jo.Stb 1924-557 
mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1925, maka seluruh hukum perdata eropa (B.W 
dan W.v.K) dan peraturan kepailitan berlaku bagi golongan timur asing tionghoa, 
kecuali mengenai adopsi dan kongsi. 
Adopsi adalah pengambilan atau pemungutan anak yang berlaku bagi 
golongan timur asing tionghoa, yaitu mengangkat anak laki-laki orang lain sebagai 
anak laki-lakinya. 
Adopsi tidak dikenal dalam lapangan hukum perdata barat, tetapi 
diperuntukkan bagi golongan timur asing tionghoa yang masih memerlukan menurut 
hukum adatnya, oleh karena itu ketentuan adopsi diatur dalam Stb.1917-129 bab II. 
Kongsi menurut hukum adat tionghoa adalah suatu perdagangan berbentuk 
perusahaan, yang merupakan badan hukum dan mirip dengan suatu perseroan 
menurut hukum perdata eropa. Setelah sepuluh tahun mulai berlakunya Stb.1917-129, 
kongsi tidak lagi diakui sebagai badan hukum. 
Bagi golongan timur asing bukan tionghoa,menurut pasal 131 ayat (2) sub.b 
I.S. jo Stb.1917-129 jo Stb.1924-556 hukum perdata yang berlaku bagi golongan 
timur asing bukan tionghoa adalah seluruh hukum perdata dan hukum dagang eropa 
(B.W. dan W.v.K), kecuali hukum keluarga dan hukum waris tanpa wasiat (hukum 
waris menurut Undang-undang) masih berlaku menurut hukum adat mereka masing-
masing.42 
                                                             
42https://butew.com/2018/01/22/penggolongan-penduduk-indonesia-pada-masa-
pemerintahan-kolonial-belanda/31 Januari 2019. 
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Dalam hukum waris adat Tidak mengenal “Legitieme Portie”. Menetapkan 
persamaan hak serta meletakkan dasar kerukunan pada proses pembagian secara 
rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa tiap waris. Sedangkan hukum waris 
menurut BW Mengenal hak tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan 
bagian warisan menurut ketentuan undang-undang (“Wettelijk Erfdeel” atau 
“Legitieme Portie” pasal 913 sampai dengan 929). 
1. Sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat. 
Dilihat dari orang yang mendapatkan warisan (kewarisan) di Indonesia 
terdapat tiga macam sistem pembagian warisan dalam hukum adat, yaitu sistem 
kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, dan kewarisan individual. 
Dalam system pembagian harta warisan menurut hukum adat mengenal tiga 
system yaitu System Kolektif, System Mayorat, System Individual sedangkan hukum 
waris menurut BW hanya mengenal dua system pembagian harta warisan yaitu 
system Ab Intestanto (menurut udang-undang) dan system Tastament (wasiat). 
a. Sistem Kolektif 
Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara 
kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi secara perseorangan, maka 
kewarisan demikian disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem kewarisan ini para 
ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan 
diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati 
hasilnya (Minangkabau: “ganggam bauntui”). 
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b. Sistem Mayorat 
Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, 
yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya 
oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya 
yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan 
tersebut disebut “kewarisan mayorat”. 
c. Sistem Individual. 
Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan 
“hak milik”, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati 
hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka 
kewarisan demikian disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang 
banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam hukum 
waris barat sebagaimana diatur dalam BW dan dalam Hukum Waris Islam. 
2. Sistem pembagian harta warisan menurut BW 
Sistem pembagian harta warisan menurut BW dapat digolongkan dalam dua 
sistem yaitu system pewarisan Ab Intestanto dan system pewarisan Testament 
a. Sitem Ab Intestanto (menurut udang-undang) 
Ahli waris menurut undang-undang (ab intestato) adalah ahli waris yang 
mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. mewarisi berdasarkan undang-
undang ini adalah yang paling diutamakan mengingat adanya ketentuan legitime 
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portie yang dimiliki oleh setiap ahli waris ab intestato ini. Dalam pasal 832 kuh 
perdata, dinyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sederajat 
baik sah maupun di luar kawin yang diakui, serta suami isteri yang hidup terlama. 
b. Sistem Testament (wasiat) 
Ahli waris berdasarkan wasiat (testament) yang menjadi ahli waris di sini 
adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai 
ahli warisnya, yang kemudian disebut dengan ahli waris ad testamento. wasiat atau 
testamen dalam BW adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya 
setelah ia meninggal dunia. pada asasnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah 
keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pewasiat baik 
secara tegas  atau secara diam-diam. Aturan testamen yang terdapat dalam pasal 874 
BW ini mengandung suatu syarat bahwa testamen tidak boleh bertentangan dengan 
legitime portie dalam pasal 913 BW. dan yang paling lazim adalah suatu testamen 
berisi apa yang dinamakan erfstelling yaitu penunjukkan seseorang atau beberapa 
orang menjadi ahli waris yang akan mendapat harta warisan seluruh atau sebagian 
dari harta warisan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasaran hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar 
maka peneliti dapat memberi kesimpulakan yaitu : 
1. Analisis Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian terhadap perkara 
warisan untuk WNI keturunan tionghoa non muslim menurut perkara NO. 
71/pdt.G/2015/PN. 
a. Bukti surat, akta atau pengakaun tertulis dari penggugat di nyatakan batal, 
tidak sah dan tidak mengikat terkait dengan pengakuan penggugat sebagai 
anak dari pewaris. 
b. Gugatan penggugat belum saatnya diajukan dikarenakan harus adanya 
putusan pengadilan yang menyatakan penggugat adalah ahli waris dari 
pewaris. 
c. Gugatan penggugat ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia. 
d. Gugatan penggugat tidak atau setidaknya belum dapat diajukan karena masih 
tergantung dengan perkara yang sama. 
e. Obyek gugatan/onyek sengketa penggugat telah diadili, diputus dan telah 
berkekuatan hukum tetap dalam perkara lain. 
f. Gugatan penggugat NE BIS IN IDEM (exception res judicata) /dalil-dalil  
 maupun obyek dan pihak-pihak sama dengan perkara yang sebelumnya 
telah diadili. 
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2. Pembagian harta dan hambatan yang di hadapi hakim dalam menentukan 
putusan dalam perkara Tionhoa.  
Dalam Hukum Adat Tionghoa hanya anak tertua laki- laki yang dianggap 
sebagai penerus garis keturunan yang sah, Anak perempuan karena ia dianggap suatu 
saat akan pergi ketempat suaminya dan memberikan keturunan bagi marga suaminya 
maka ia dianggap bukan sebagai penerus garis keturunan. Anak perempuan tidak 
memiliki hak untuk mewaris karena ia akan menikah dengan laki-laki keluarga lain, 
memakai marga suaminya, dan keturunannya dibawa masuk kedalam keluarga laki-
laki itu. Jika ia diberi warisan maka warisan akan jatuh kepada orang lain yaitu 
keluarga suaminya. Kepada anak perempuan, orangtua hanya memberikan apa yang 
disebut “dowry” berupa perabot pakaian, perhiasan, sejumlah uang ketika ia menikah, 
tetapi tidak pernah dalam bentuk tanah maupun rumah. 
Sedangkan hambatanya ialah dimana dalam pembagian harta warisan menurut 
adat mengenal adanya 3 sistem pembagaian warisan yaitu sistem koletif, system 
mayorat, dan system individual. Sedangkan dalam menurut hukum perdata 
Indonesia/BW hanya mengenal 2 sistem pembagian warisan yaitu system Ab 
Intestanto (menurut Undang-Undang) dan system testasment (wasiat). 
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B. Saran 
1. Dalam mengatasi problema hukum adat yang bukan pribumi sekiranya pihak 
legislative dapat menetapkan undang-undang baru dalam penerapan 
pembagian warisan atau paling tidak menetapkan peraturan perundang-
undangan hukum perdata yang digunakan oleh Negara Indonesia yaitu system 
BW (burgerlijk wetboek). 
2. Dalam ketentuan aturan 131 IS yang dimana menentukan sistem hukum yang 
berlaku bagi masing-masing golongan penduduk termasuk golongan timur 
asing (Tionghoa), bisa menjadi pertimbangan para penegak hukum  untuk di 
tiadakan karena bagi penulis hukum adat yang berlaku di Indonesia hanyalah 
untuk/terkhusus pribumi saja (warga Indonesia asli). 
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Patobong (2009-2012) dan meneruskan pendidikan pada jurusan Ilmu Hukum UIN 
Alauddin Makassar tahun 2014. 
Selama kuliah penulis pernah mengasah keaktifan di organisasi yang antara lain 
Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum periode pengurusan 2017-2018, 
Presiden New Generation Club (NGC) tahun 2016-2017. 
 
 
